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ABSTRAK 

Pelaksanaan urusan kepemerintahan desa tidak terpisahkan dari 
penyelenggaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan 
dengan tugas kepemerintahan desa tersebut untuk mewujudkan keberhasilkan 
dalam pemerintahan. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut tergabung dalam 
aparatur desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 
Perangkat Desa lain, yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagai 
pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa 
adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan 
Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalamhal 
pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 
keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah 
Desa.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (filed 
research), yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung 
dari lapangan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 
menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan 
hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. 
Dalam hal ini terkait hubungan kerja kepala desa dengan BPD dalam upaya 
pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa. Kemudian dianalisa 
menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut, yaitu 
perspektif  siyasah dusturiyah.  

Hasil penelitian menunnjukkan Kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir 
dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa cukup sinkron dan 
terjalin dengan baik. namun di sisi lain ada beberapa persoalan dalam hubungan 
koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa 
Tanjung Pasir. Kesesuaian kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam 
pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif siyasah 
dusturiyah  sesuai dengan prinsip negara dan Pemerintahan Islam terdapat prinsip 
kekuasaan sebagai amanah, dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa prinsip kekuasaan sebagai amanah sangat dibutuhkan Pemerintah 
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem pemerintahan Islam 
disebut juga dengan al-Khilafah yang artinya suatu susunan pemerintahan yang 
diatur menurut ajaran agama Islam, yang kepala negaranya disebut Khalifah. 

Kata Kunci:Kepala Desa, BPD, Kesesuaian Kerja, Dana Desa, Pembangunan 
Infrastruktur, Siyasah Dusturiyah 
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MOTTO 

Selesaikan Apa yang sudah Dimulai 

(Roy Mahdi) 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. 

(QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda 
menyukai apa yang sedang Anda kerjakan. 

(Dele Carnegie) 

                  

Ketahuilah bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang 
terluang, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan 

sebaik-baiknya dan jika engkau punya tugas selesaikanlah segera”  

(Hasan Al-Banna) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

حِ  حْمَنِ الرَّ يْمِ بسِْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّ  

DenganMenyebut Nama Allah Yang MahaPengasih Lagi Maha Penyayang. 

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah Sayapersembahkanskripsiiniuntuk: 

Ayah Dan Ibu Tercinta yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang 

terbaik. Semoga Engkau sehat selalu. 

Saudaraku yang sudah memberikan semangat. 

Terimah kasih untuk dosen pembimbing atas pengorbanan waktu dan bimbinggan 

yang telah diberikan atas semua saran-sarannya 

Guru-guru saya yang telahbanyakmemberikanilmu, Seseorang yang 

memberikankesadaran 

Untuk  Pujaan yangselalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi 

untuk terus pantang menyerah 

Untuk Semua Sahabat perjuangan yang selama ini menemani.  

Sahabat dalam kesulitan adalah sahabat dalam segala-galanya. 
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KATA PENGANTAR 

ميِْنَ، وَالصَّلاةَُ وَالسَّلامَُ علَىَ أشَْرَفِ الْأنَْ  حيِْمِ، الَحَْمْدُ لِلهِ رَبِِّ العَْالَ حْمَنِ الرَّ يْنَ سيَِِّدنَِا بيَِاءِ وَالْمُرسْلَِ بسِْمِ اللهِ الرَّ
هِ أجَْمعَيِْنَ. هِ وَاصَْحبَِ دٍ وَعلَىَ الَِ  مُحَمَّ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. 

yang telah menjadikan siang dalam malam hanya untuk beribadah kepada-Nya 

dalam setiap apapunbentukaktivitasHamba-Nya.Sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. serta kepada keluarga dan para sahabatnyayang telah menunjukkan kepada 

kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat 

bagi seluruh alam. 

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan  

petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan 

Permusywaratan Desa (BPD) Di Tinjau dari Persfektif Fiqh Siyasah Dalam 

Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau 

Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”. Penulis menyadari 

dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk 

serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan 

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



 
 

ix 
 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya. 

3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program 

Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan 

Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Drs. M. Rizal Qosim. M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan 

kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang 

telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. 

6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima 

kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan. 

7. Kepada Seluruh jajaran Pemerinthan di Desa Tanjung Pasir Kecamatan 

Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Baik Itu Kepala Desa Serta Perangkat 

Desa yang lainnya atas ketersediaan waktunya menjawab, membalas, dan 

membagikan informasinya kepada penyusun. 
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Jazā umullāhu khairan Kaṡi͞ ran. 

Tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuatan Allah SWT yang 

Maha Menyayangi Hamba-Nya yang mau berusaha dan berdoa dalam setiap 

urusan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 

Yogyakarta, 25 Agustus 2019 M 
 
 

 
 

Roy Mahdi 
NIM:15370038 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alīf Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط
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 Zâ’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دةَ  Ditulis Muta’addidah متُعَدَِِّ

 Ditulis ‘iddah عِدَّة

 

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 
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ة  Ditulis ḥikmah حكِْمَ

ة  Ditulis Jizyah جِزيَْ

2. Bila ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

ةُ الْأوَلْيَِاءكَ  رَامَ  Ditulis Karāmah a -auliyā  

 

3. Bila ta’ Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah 

ditulis t 

Ditulis Zakāt a زكََاةُ الفِْطْرِ  -fiṭr 

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥaḥ ـَ
Ditulis A 

 Kasrah ـِ
Ditulis I 

 ḍammah ـُ
Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1 
fatḥaḥ+alif 

ة اهلِيَِّ  جَ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhi iyyah 
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2 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 تنَسْىَ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 
Kasrah+ya’ Mati 

 كَريِْم

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 
ḍammah+wawu mati 

 فرُُوض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 بيَنْكَُمْ 

Ditulis 

Ditulis 

Ai  

bainakum  

2 
fatḥaḥ+wawu mati 

 قوَْل

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘) 

 Ditulis a’antum أأَنَتْمُ 1

رتْمُْ لئَِنْ شكََ  2  Ditulis La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandangAlīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

Ditulis Al-Qur’ā ألَقْرُْآن  
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Ditulis Al-Qiyā آلقْيَِاس  

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

مَاءَ  Ditulis as-Samā الَسَّ

مْس  Ditulis as-Syams الَشَّ

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 
Ditulis Żawȋ al-furūḍ 

ة هْلِ السُّنَّ  Ditulis ahl as-Sunnah أَ

 

K. Pengecualian 

        Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko  

Hidayah,Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan Desa merupakan pelaksana (ujung tombak) dalam 

pelayanan masyarakat. Serta, pelaksana pemerintahan dalam merealisasikan 

semua program pembangunan pedesaan. Karena itu, untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dibutuhkan kerjasama antar 

lembaga desa. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

sebagai pra-kondisi dalam mewujudkan kemandirian desa. Maka dalam 

pelaksanaan kerja pemerintahan dibutuhkan koordinasi antar lembaga secara 

masif. 1 

Pelaksanaan urusan kepemerintahan desa tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan tugas kepemerintahan desa tersebut untuk mewujudkan keberhasilkan 

dalam pemerintahan. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut tergabung dalam 

aparatur desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa lain, yang telah memiliki fungsi dan peran masing-masing 

sebagai pelaksana Pemerintahan Desa. Sedangkan yang dimaksud 

Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam 

                                                           
1Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemerintahan Desa dan 

Koordinasi Antarlembaga Desa. 
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hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 

keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 

Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat 

penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.2 

Salah satu pihak yang dapat disebut aparatur desa adalah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 mengamanatkan bahwa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang 

berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa 

merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif Desa. 

Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa 

bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan 

fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa lainnya. Bersama Perangkat Desa, Kepala Desa sebagai . 

pimpinan struktur Pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam 

pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban 

Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, 

memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya 

pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah Desa 

dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya 

                                                           
2 Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa 
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yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam 

pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan 

seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, 

seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan 

masyarakatnya. 

Berdasarkan PP. No. 43 Tahun 2014, Kepala Desa mempunyai Tugas 

Pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga 

legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala peraturan Desa, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan 

sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris 

Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. 

Apa yang terjadi apabila Sekretaris Desa menjadi ganjalan kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan kepemerintahan. 

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara 

demokratis.Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan 

menyempakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain 
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menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa.3 

Hubungan kerja kepala desa dan BPD diatur oleh kerangka koordinasi 

antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi 

artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai 

pihak kedua. kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan 

hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua 

dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. 

Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana 

mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.4 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar 

memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas 

pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua 

aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan 

Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi 

kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah Desa dalam 

hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
4Noper Scorpion, dkk.  2012. Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan 

Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten 
Kuantan Singingi. Universitas Riau, hlm. 3. 
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meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan 

akuntabel. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa  

dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa merupakan suplaydari 

Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat yang ada di sebuah desa, Dimana bantuan tersebut digunakan 

sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan 

produktifitas sebuah desa. 

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa 

dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha 

ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa 

dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui 

pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas 

dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah 

desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat 

perkembangan kemajuan desa. Dalam pengelolaan dan desa peran dan 

hubungan kerja kepala desa dengan BPD sangat dibutuhkan untuk 

mewujudkan pengelolaan dana yang akuntabel dan tepat sasaran.  

Salah satu alokasi penggunaan dana desa adalah pembangunan 

infrastruktur desa. Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



6 
 

 
 

prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan 

kegiatan pembangunan desa, meliputi: (a). Pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, 

termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) Pembangunan, 

pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; 

dan(c) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan, sosial dan kebudayaan.5 

Desa Tanjung Pasir adalah salah satu yang menggunakan dana desa 

untuk pembangunan infrastruktur fisik. Berdasarkan observasi peneliti, ada 

beberapa infrastruktur fisik yang telah dibangun menggunakan dana desa. 

Fiqh As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan 

aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber 

hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta 

segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut – 

misalnya undang-undang tentang partai politik – pada siklus pergantian 

mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan. 6 

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara 

warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan 

lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, 

baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang 
                                                           

5Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 19 tahun 2017. 

6 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta, Gozian Press, 2013),hlm. 49.   
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bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari 

pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian 

pada aspek pengaturan.7 

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy 

yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf 

dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat 

persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh 

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash 

yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula 

pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siya’sah 

adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.8 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah 

Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pasir Kecamatan 

Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”. 

 

 

 
                                                           

7 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: 
Pustaka Rizki Putra, 1997),hlm. 30. 

8Ibid.,hlm. 31 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur 

menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, 

Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kemimpinan? 

2. Bagaimana kesesuaian kerja kepala desa dengan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa di 

Desa Tanjung Pasir  Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera 

Selatan dalam teori kemimpinan ditinjau dari perspektif Siyasah 

Dusturiyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur 

menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir  Kecamatan Rantau 

Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kemimpinan. 

b. Mengetahui kesesuaian kerja kepala desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur 

menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir  Kecamatan Rantau 

Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kemimpinan ditinjau 

dari perspektif Fqh Siyasah. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah 

pustaka dalam pengetahuan sosial tentang hubungan kerja antara 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

mengelola dana desa. 

b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi 

penulis dan pembaca, khususnya struktur (pemegang) pemerintahan 

dalam masyarakat di daerah tersebut. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran 

terhadap hasil karya-karya ilmiah dan penelitian terdahulu baik yang berbentuk 

buku, skripsi, tesis, desertasi, maupun jurnal yang berkaitan. 

Pertama skripsi yang disusun oleh Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul 

“Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten 

Sumenep)”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang tinjauan yuridis serta 

kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan 

kerja sama. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif-empiris 

mengenai implementasi ketentuan hukum tertentu, dengan teori Negara 

Kesatuan dan Otonomi Daerah.9 

                                                           
9Ulfatul Istiqlaliyah, “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, 
Skripsi FakultasSyari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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Kedua skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan 

Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta”, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang konsep 

demokrasi ideal yang akan dijalankan oleh Badan Perusyawaratan Desa dalam 

persepsi Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, 

dengan teori demokrasi.10 

Ketiga, penelitian dari Nope Scorpion, dkk (2012) yang berjudul 

Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan, 

Sengingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan yang dijalankan 

oleh aperatur desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, 

Kabupaten Kuantan Singingi cendrung terjadi masalah. Misalnya Anggota 

BPD jarang turun kekantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa 

juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan 

anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi, hal tersebut berdampak buruk 

pada pembangunan desa itu sendiri. 11 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Kepala Desa 

dan BPD serta Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara kedua 

                                                           
10Ratna Sofiana, “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalamPeningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta”,Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2013. 

11Noper Scorpion, dkk.  2012. Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan 
Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten 
Kuantan Singingi. Universitas Riau, hlm. 3. 
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aperatur desa tersebut. Setelah penulis melakukan penulitian, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan BPD 

cukup baik, hal tersebut dinilai dari hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dilokasi. 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Kurniawan (2018) yang 

berjudulTinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa  (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung 

Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan Desa 

Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan telah 

melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. pembangunan 

Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun factor yang 

memperhambat pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari, kurangnya 

pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan 

material, cuaca dan medan yang menjadi alasan. 12 

Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

tentang perundang-undangan, pelaksanaan pembangunan Desa Banjarsari 

Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan dapat dihubungkan juga 

dengan sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, kepala negara atau 

                                                           
12Anjar Kurniawan, 2018, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Studi Di 
Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi, UIN Raden 
Intan Lampung 
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imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak 

kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan mengajarkan 

kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan 

memiliki harta. Dalam kebebasan berfikir, Al-Qur’an mengecam orang yang 

tidak mau menggunakan akal dan pkiran mereka secara kreatif dan hanya 

mengikuti pendapat orang lain, seperti ayat al baqarah ayat 170 diatas. 

Kelima, penelitian dari Dirgantara Dani Putra (2009) yang berjudul 

Hubungan dan Pernan Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

Pemerintah Desa Dalam Pemenyelenggaraan Pemerintah Desa. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa  Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai salah satu 

penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian pemerintahan desa 

dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Peran serta dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa adalah ikut menyelenggarakan 

pemerintahan desa bersama dengan pemerintah desa. 13 

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan sebagai 

pengawas dari pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga 

mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Apabila pemerintah desa menyimpang 

dari peraturan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak untuk 

                                                           
13Dirgantara Dani Putra, 2009, Hubungan dan Peranan Serta Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Pemenyelenggaraan Pemerintah Desa, Skripsi, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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memperingatkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran 

dalam legislasi. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam 

setiap pengambilan kebijakan, pembuatan peraturan desa dan pembuatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di sisi lain karena 

kedudukan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang sejajar maka salah satu pihak tidak dapat menjatuhkan pihak yang lain 

karena keduanya merupakan satu kesatuan . tidak diperbolehkan mencari-cari 

kesalahan salah satu pihak karena dapat memicu perpecahan diantara kedua 

penyelenggara pemerintahan desa tersebut  

E. Kerangka Teori 

Teori atau kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan dalam suatu 

penelitian, yaitu untuk menjelaskan variabel yang dirumuskan dalam rumusan 

masalah sehingga dapat membantu di dalam menentukan arah dari penelitian 

dengan konsep yang tepat. Untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan 

skripsi ini, teori yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Kajian tentang Kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat diartikan proses mempengaruhi dan 

mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah 

ditugaskan kepada pegawainya.14 Kepemimpinan merupakan aspek penting 

bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus berperan sebagai 

organisator kelompoknya untuk mencapai yang telah ditetapkan. 

                                                           
14A. Mintorogo,  Kepemimpinan dalam Organisasi. (Yogyakarta: STIA LAN, 

1997), hlm.20 
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Kepemimpinan bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan 

dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan 

karyawan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.15 

Adapun pengertian kepemimpinan Islam adalah cara-cara memimpin, 

mengatur, mengarahkan umat / rakyat yang sesuai dengan syariat Islam. 

Dalam budaya perusahaan(the corporate cultre), arah dan bentuk 

manajemen sebuah perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada 

kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya 

(model kepemimpinan), guna mengantarkan perusahaan atau organisasi 

mencapai tujuan yang diimpikan. 

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai target dan tujuannya, tidak 

hanya dipengaruhi oleh prosedur, peraturan, standar operasi, sumber daya 

manusia atau infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, model 

kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin juga akan menentukan 

kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berapa banyak perusahaan 

yang bangkit, setelah memiliki manajemen kepemimpinan yang handal, dan 

berapa banyak perusahaan yang tumbang, karena ditinggalkan oleh seorang 

pemimpin.16 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

                                                           
15Clara Rosa Pudjiyogyanti, 2011.  Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, hlm. 143 
 

16 Ahmad Ibrahim Abu Sin. 2008. Manajemen Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 47 
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mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang 

pemimpin diharapkan memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin 

perusahaan atau organisasi untuk maju dalam meraih tujuan kolektif yang 

diimpikan bersama. Kepemimpinan dipahami dalam pengertian sebagai 

kekuatan untuk menggerakan dan mempengaruhi orang dan sebagai alat, 

sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu 

dengan ikhlas. 

Hal ini tidak mungkin diwujudkan pemimpin tanpa adanya interaksi 

sosial yang baik dengan para pengikutnya. Sehingga, mereka akan bekerja 

sama layaknya sebuah tim yang solid guna mewujudkan impian bersama. 

Seorang pemimpin atau manajer adalah bagian dari perusahaan atau 

organisasi dan tidak bisa dipisahkan dari mereka. Oleh karena itu 

kepemimpinan pada hakekatnya adalah:17 

a. Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada 

pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

b. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang bersemangat dalam 

mencapai tujuan bersama. 

c. Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan seseorang 

atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

d. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai 

tujuan. 

                                                           
17Ibid, hlm.49 
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Praktek kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah 

laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok 

dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada 

proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-

idenya.18 

Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang memberikan penjelasan 

bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus mengerjakan kebaikan. 

Terdapat di QS. Al-Anbiya : 7319 

اهم ائٔمة یهدون بأم بدینرنا واؤحینا الٕیهم فعل الخیرات واقٕاما الصلاة وایٕتاءالزكاة وكانوا لنا عاوجعلن  

2. Fiqh Siyasah 

Kata Fiqih berasal dari faqaha-yaqahu-fiqhan. Secara bahasa 

pengertian Fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti 

dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqih tentang sesuatu” berarti 

mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “Faqaha” di 

ungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali di antaranya digunakan 

untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat 

darinya.”Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath‟i) fiqh 

merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).Menurut istilah 

                                                           
18Veithzal Rivai,2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi,Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2003, hlm. 2-4 

19Al-Anbiya (21) :73 
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fiqh adalah: Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat yang 

bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).20 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk mengambil hukumhukum 

syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebutjuga hukum 

Islam.Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadaphukum syara’ 

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangansesuai dengan 

perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusiaitu sendiri. 

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan 

manusia.Disampingmencakup pembahasan tentang hubungan antara 

manusia denganTuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek 

hubungan antarasesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah 

ini pun dapatdibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), 

mawarits(kewarisan), murafa’at (hukum acara), siyasah 

(politik/ketatanegaraan)dan al-alhkam al-dualiyah (hubungan internasional). 

Pada bagian inimendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan di uraikan secara 

lebihperinci.21 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa,berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
                                                           

20Dr. Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasah; Kontekstualisai Doktrin Politik Islam 
(Jakarta:Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014),  hlm.2 

21Ibid, hlm.2 
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sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, 

Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahat 

serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan 

siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 

mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah 

adalah “mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia 

kepada kemaslahatan.22 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, 

apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan 

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dari gambaran di atas 

bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang 

hukum syariat yang berhubungan dengan permaslahan kenegaraan, namun 

untuk mengetahui lebih lanjut tengtang pengertian dan objek kajian fiqh 

siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun 

terminologis konsep fiqih siyasah tersebutdan kepada siapa pelaksana 

kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.23 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari 

                                                           
22Ibid, hlm. 4 
23Ibid, hlm.8 
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lapangan. 24Dimana data-data yang diambil merupakan hasil peneliitian 

dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari peraturan perundang-perundangan dan bahan hukum lain yang 

terkait dengan obyek penelitian.  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai 

kenyataan sosial. Dalam hal ini terkait hubungan kerja kepala desa dengan 

BPD dalam upaya pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa. 

Kemudian dianalisa menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan 

dengan masalah tersebut.  

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas padao byek yang 

diteliti dengan objektif. 25 Sedangkan desktriptif adalah suatu metode 

penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek/objek 

penelitian, yaitu  Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang 

                                                           
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipata, 2012, hlm. 11 
25 Ahmad Suyuti, Metodologi Penelitian, Bandung: Rosdakarya 2011, hlm.104 
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sedangberlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan 

pemecahan masalahnya. 26 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber pertama, yakni hubungan kerja Pemerintah Desa dan 

Anggota BPD melalui penelitian. 27 Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi, dan 

suatu kegiatan atau kejadian. Jadi data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dari narasumber di lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang telah 

dipublikasikan.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik 

untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain: 

a. Wawancara 

                                                           
26 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 hlm.. 

84. 
27 Soejono Sokanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

1986, hlm.10.  
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Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap 

muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan 

fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, 

dan bahkan saran-saran responden.28 Yaitu dengan wawancara 

mendalam kepada Kepala Desa dan anggota BPD untuk memperoleh 

data. 

b. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistemik 

terhadap gejala yag tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai 

alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah 

laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada 

langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang diselidiki.29 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 

dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-

catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode 

                                                           
28Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2014,hlm. 125. 
29 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 84. 
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pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

menyajikan akunting.30 

6. Pengelolaan dan Analisis Data 

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi identifikasi data, 

yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan 

yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang 

berkaitan dengan judul atau masalah. Selanjutnya klasifikasi data, yaitu 

hasil identifikasi data yang diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga 

diperoleh data yang benar-benar objektif. Dan yang terakhir penyusunan 

data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam 

penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif 

(yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu 

sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis 

tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara 

berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas 

fakta-fakta yangbersifat khusus.31 

 

 

                                                           
30Ibid., hlm. 92. 
31Ibid., hlm. 112. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



23 
 

 
 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi 

ini penyusun membagi pambahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing 

bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian 

kesatuan pembahasan. 

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan 

para pembaca kepada substansi penelitian ini. 

BAB II,berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepemimpinan dan 

Teori Fqh Siyasah.  

BAB III, berisi tentang gambaran umur tentang Desa Tanjung Pasir, 

Kacamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin yang meliputi gambaran 

umum desa (letak geografis dan demografi), Pemerintahan Desa, alat 

kelengkapan Pemerintahan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa), Sumber 

Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Pasir; dan Pengelolaan 

Infratruktur di Desa Tanjung Pasir. 

BAB IV,berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian ini, yaituhubungan kerja antara kepala desa dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur 

menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir  Kecamatan Rantau Bayur, 

Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kemimpinan dan kesesuaian kerja 
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kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan 

infrastruktur menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir  Kecamatan 

Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan dalam teori kemimpinan ditinjau 

dari perspektif Fqh Siyasah. 

BAB V,di mana merupakan penutup dari penelitian ini. Pada bab ini, 

penulis memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang teah duraikan 

pada bab sebelumnya dan akan menjadi jawaban atas pokok permasalahan 

yang telah dirumuskan. Selain itu, pada bab ini juga akan membuat terkait 

kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur 

menggunakan dana desa cukup sinkron dan terjalin dengan baik. namun di 

sisi lain ada beberapa persoalan dalam hubungan koordinasi antara Kepala 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pasir, contohnya 

tidak terlibatnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penentuan skala 

prioritas dalam rencana pembangunan desa, sedangkan Badan 

Permusyaratan Desa yang lebih mengetahui kebutuhan dan usulan dari 

masyarakat desa. 

2. Kesesuaian kerja kepala desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan 

infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif fiqf siyasah  sesuai 

dengan prinsip negara dan Pemerintahan Islam terdapat prinsip kekuasaan 

sebagai amanah, dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa prinsip kekuasaan sebagai amanah sangat dibutuhkan 

Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem 

pemerintahan Islam disebut juga dengan al-Khilafah yang artinya suatu 

susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam. 

Sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. 

Semasa beliau masih hidup, dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur 
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Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abu 

Thalib). Yang kepala negaranya disebut Khalifah. 

  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



87 
 

 
 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kesadaran untuk 

mengakomodir suara dan aspirasi Badan Permusyawaratan Desa Tanjung 

Pasir. 

2. BPD Tanjung Pasir agar meningkatkan pengawasan kepada kepala desa 

dalam menjalankan tugasnya.  
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Kepala Desa 

1. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di 

Desa Tanjung Pasir? 

2. Apakah ada masalah dan kendala sejauh ini? 

3. Apakah peran BPD dapat dikatakan membantu kepala desa dalam 

melalukan pembangunan di Desa Tanjung Pasir? 

4. Apa saja sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di desa 

Tanjung Pasir? 

5. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di 

Desa Tanjung Pasir dalam upaya pembangunan infrastruktur 

menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir? Apakah 

koordinasinya lancar? 

6. Apa saja yang dilakukan oleh kepala desa dan dan BPD dalam 

mengelola dana desa? 

7. Bagaimana pembagian peran kepala desa dan BPD dalam mengelola 

dana desa untuk pembangunan infrastruktur? 

8. Infrastruktur apa saja yang sudah dibangun selama ini menggunakan 

dana desa? 

9. Ada kendala dalam pengelolaan dana desa? 
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B. Untuk Ketua/Anggota BPD 

1. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di 

Desa Tanjung Pasir? 

2. Apakah ada masalah dan kendala sejauh ini? 

3. Apakah BPD dilibatkan dalam tugas-tugas dan pembangunan di desa? 

4. Apakah peran BPD dapat dikatakan membantu kepala desa dalam 

melalukan pembangunan di Desa Tanjung Pasir? 

5. Apa saja sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di desa 

Tanjung Pasir? 

6. Bagaimana koordinasi dan hubungan kerja kepala desa dan BPD di 

Desa Tanjung Pasir dalam upaya pembangunan infrastruktur 

menggunakan dana desa di Desa Tanjung Pasir? Apakah 

koordinasinya lancar? 

7. Apa saja yang dilakukan oleh kepala desa dan dan BPD dalam 

mengelola dana desa? 

8. Bagaimana pembagian peran kepala desa dan BPD dalam mengelola 

dana desa untuk pembangunan infrastruktur? 

9. Infrastruktur apa saja yang sudah dibangun selama ini menggunakan 

dana desa? 

10. Ada kendala dalam pengelolaan dana desa? 
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Lampiran II 
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Lampiran III 
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Lampiran IV 
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Lampiran V 
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Lampiran VI 
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Lampiran VII 
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Lampiran VIII 

 

Foto dengan Ketua BPD Tanjung Pasir  

 

Foto dengan Kepala Desa Tanjung Pasir  
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TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIST DAN  

ISTILAH ASING 

A. TERJEMAHAN 

Hal Nomor 
Footnote 

Ayat-ayat Al-Qur’an 
dan Hadist Terjemahan Ayat 

16 19 QS. Al-Anbiya : 73 

Kami telah menjadikan 
mereka itu sebagai 
pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan 
perintah kami dan telah 
kami wahyukan kepada, 
mereka mengerjakan 
kebajikan, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, 
dan hanya kepada kamilah 
mereka selalu menyembah 

 
29 

 
37 

 
QS. An-Nisa : 58 

Sungguh, Allah 
menyuruhmu 
menyampaikan amanat 
kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila 
kamu menetapkan hukum 
diantara manusia 
hendaknya kamu 
menetapkannya dengan 
adil. Sungguh, Allah 
sebik-baik yang memberi 
pengajaran kepadamu. 
Sungguh Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat 

 
 
 

41 

 
 
 

46 
 

 
 
 

QS. An-Nisa : 59 

Wahai orang-orang 
beriman!Taatilah Allah 
dan Taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil 
Amri (pemegang 
Kekuasaan) di antara 
kamu. Kemudian, Jika 
kamu berbeda pendapat 
tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada 
Allah (Al-Qur’an) dan 
Rasul (Sunnahnya), Jika 
kamu beriman kepada 
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Allah dan hari kemudian.. 
Yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya. 

 
86 

 
107 

 

 
QS. Al-imran 

Maka disebabkan rahmat 
dari allah lah kamu 
berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. 
Sekiranya kau bersikap 
keraslagi berhati 
kasar,tentulah mereka 
menjauhkan diri dari 
sekelililngmu,. Karena 
maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi 
mereka,dan 
berermusywarahlah 
dengan mereka dalam 
urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada 
allah. Sesunguhnya allah 
menyukai orang-orang 
yang bertawakal kepada-
Nya. 
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